BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, RPJPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Kesinambungan pembangunan jangka panjang terwujud apabila penjabarannya dapat secara konsisten dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan tahunan daerah, dengan demikian RPJP Daerah Kabupaten Banyumas digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.  

 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode 2013-2018. Merupakan gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Banyumas dalam  5 (lima) tahun mendatang melalui Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJM Daerah Tahun 2013-2018. Gambaran tentang Visi dan Misi dituangkan ke dalam Tujuan dan Sasaran merujuk pada Arah Kebijakan RPJP Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai Isu Strategi dan Kebijakan Nasional    
5.1. Visi

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita–citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013–2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 adalah :


“ TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN  BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ” 

Pemerintahan yang bersih, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang adil berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai  pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang sejahtera  menurut Joseph Murphy pada bukunya "Think Yourself Rich" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat  tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta virtuous cycle dampak pembelajaran. 

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten  Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.
5.2. Misi

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan (good governance) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance,yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Good and Clean Governance, maka penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan. 
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama  keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksa​nakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman,  terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.  

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap  obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.
3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah. 

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar  domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat. 

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam. 
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan
Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokkan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, urban primacy yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam  pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa
Dalam  era globalisasi  ini  kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang  kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan  suatu ancaman  dan tantangan yang  berat untuk mempertahankan nilai-nilai  seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah  masyarakat yang semakin mengglobal adalah  lunturnya  nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan  mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta  kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki. 

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.
Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. 

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan :
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah berpedoman kepada visi yang telah ditetapkan.

2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.  Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal  sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan.

2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran

3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

4. Memenuhi kriteria SMART.
Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

1. Misi 1 :  Menciptakan  birokrasi  pemerintahan   yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat, dijabarkan melalui tujuan :

a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

2) Meningkatnya kualitas SDM aparatur

3) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah : 

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

2) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

3) Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi

4) Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi.

2. MISI 2 :  Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat.

2) Meningkatnya kualitas anak didik.

3) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

3. MISI 3 :  Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah, dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan. 

2) Meningkatnya ketahanan pangan.

3) Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

b. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata.

2) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri.

3) Meningkatnya pertumbuhan sektor  perdagangan.

4) Meningkatnya perlindungan terhadap ketenagakerjaan.

5) Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya.

6) Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

4. MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya inovasi terhadap produk-produk agribisnis.

2) Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis.

b. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM, sasaran yang hendak dicapai adalah : 

Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan.

5. MISI 5 :  Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan ketersediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah

2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

3) Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan

4) Meningkatnya ketersediaan perumahan layak huni.

b. Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2) Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup

3) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. MISI 6 :  Menciptakan  keterkaitan,  kesejajaran  dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa

2) Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan

b. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, sasaran yang hendak dicapai adalah : 

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis.

c. Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat

2) Meningkatnya penanganan bencana

3) Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.

4) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.
7. Misi 7 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kerukunan hidup beragama.

2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.

c. Pengembangan potensi pemuda dan olah raga, sasaran yang hendak dicapai adalah, meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga.

Untuk dapat memahami keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, maka dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini :
Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi   
: 
Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa.
	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	1.
	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani  masyarakat
	1.1
	Pewujudan tata kelolapemerintahan yang baik
	1.1.1
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

	
	
	
	
	1.1.2
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur

	
	
	
	
	1.1.3
	Meningkatnya pengawa san penyelenggaraan pemerintahan

	
	
	
	
	1.1.4
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan

	
	
	1.2
	Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
	1.2.1
	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah

	
	
	1.3
	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	1.3.1
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

	
	
	
	
	1.3.2
	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan.

	
	
	
	
	1.3.3
	Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi

	
	
	
	
	1.3.4
	Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi


	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	2.
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas 
	2.1
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan 
	2.1.1
	Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat

	
	
	
	
	2.1.2
	Meningkatnya kualitas anak didik

	
	
	
	
	2.1.3
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

	
	
	2.2
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	2.2.1
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

	
	
	
	
	2.2.2
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

	3.
	Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
	3.1
	Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
	3.1.1
	Meningkatnya produktivitas pertanian,  perikanan dan kehutanan

	
	
	
	
	3.1.2
	Meningkatnya ketahanan pangan

	
	
	
	
	3.1.3
	Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian

	
	
	3.2
	Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah
	3.2.1
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata

	
	
	
	
	3.2.2
	Meningkatnya partumbuhan sektor industri

	
	
	
	
	3.2.3
	Meningkatnya partumbuhan sektor  perdagangan.

	
	
	
	
	3.2.4
	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja.

	
	
	
	
	3.2.5
	Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya

	
	
	
	
	3.2.6
	Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

	4
	Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
	4.1
	Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian
	4.1.1
	Meningkatnya inovasi terhadap produk agribisnis

	
	
	
	
	4.1.2
	Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis

	
	
	4.2
	Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM
	4.2.1
	Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan


	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	5.
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
	5.1
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	5.1.1
	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah

	
	
	
	
	5.1.2
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

	
	
	
	
	5.1.3
	Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan

	
	
	
	
	5.1.4
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni

	
	
	5.2
	Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan
	5.2.1
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

	
	
	
	
	5.2.2
	Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup

	
	
	
	
	5.2.3
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan

	6.
	Menciptakan keter-kaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.
	6.1
	Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial
	6.1.1
	Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa

	
	
	
	
	6.1.2
	Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan

	
	
	6.2
	Peningkatan peñataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis
	6.2.1
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis

	
	
	6.3
	Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat
	6.3.1
	Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat.

	
	
	
	
	6.3.2
	Meningkatnya penanganan bencana.

	
	
	
	
	6.3.3
	Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.

	
	
	
	
	6.3.4
	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk.




	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	7.
	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berke-pribadian dan me-miliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa.
	7.1
	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan
	7.1.1
	Meningkatnya kerukunan hidup beragama.

	
	
	
	
	7.1.2
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

	
	
	
	
	7.1.3
	Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

	
	
	7.2
	Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal
	7.2.1
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.

	
	
	
	
	7.2.2
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.

	
	
	7.3
	Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga
	7.3.1
	Meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga.
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